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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaykum Warrahmatullahi Wabarokatuh 

       Segala Puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan semesta alam yang 

maha pengasih tak pilih kasih dan maha penyayang yang selalu menyayangi 

hamba-Nya dengan selalu memberikan rahmat, hidayah serta nikmat yang tiada 

henti-hentinya dan semoga kita semua termasuk kedalam golongan hamba yang 

dijanjikan Surga-Nya. 

       Shalawat serta salam tak lupa saya ucapkan kepada suri tauladan kita, Nabi 

Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya 

yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah hingga ke zaman inayah, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, dengan judul 

“Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 

4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan/atau bangunan Pada PT Bliss Properti 

Indonesia” guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan 

pendidikan pada program studi Diploma Tiga Perpajakan Universitas 

Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 

       Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, 

namun berkat usaha dan doa kepada-Nya penulis berhasil menyelesaikan 

penyusuanan Laporan Tugas Akhir ini. Tak lupa juga bimbingan, dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, 

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, terutama kepada: 

1. Allah Subhanahu Wa Ta’Ala yang telah menghendaki selesainya Laporan 

Tugas Akhir ini. 

2. Kedua orang tua yang selalu mendidik, menyemangati, dan mendukung saya 

dalam segi apapun baik secara moral maupun material. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 

Muhammad Sholeh Baharith, Prosedur Pemotongan, Penyetoran..., FEB UHAMKA, 2019.



v 

 

4. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 

5. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 

6. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 

7. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 

8. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. 

HAMKA. 

9. Ibu Mulyaning Wulan, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing yang selalu 

sabar dan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk 

memberi bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini. 

10. Ibu Astried Damayanti, S.E selaku Direktur perusahaan yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperdalam pengetahuan. 

11. Bapak Eris Dwi Rachmanto, S.E selaku Manager Accounting & Tax yang 

telah membimbing, memberi pengetahuan dan pengalaman serta mengajarkan 

etika dan sikap dalam bekerja. 

12. Seluruh rekan kerja staff PT Sentosa Harum Merdeka atas kerjasamanya, 

pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan. 

13. Putri Ayu Mayang Sari, Wanita yang tidak pernah lelah mendukung, 

menyemangati dan membantu dari awal hingga akhir, dan semoga kita dapat 

selalu bersama.  

14. Desty Setiowati yang selalu membantu dan tidak pernah bosan memberikan 

arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

15. Muhammad Dicky Dewanto, Abdul Hadi, dan Difrian Sjukman Ramadhan 

(DIKIDIFS), kawan berproses dan berkembang untuk suatu tujuan. Berjuang 

bersama sampai akhirnya menang bersama. 
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16. Teman-teman seperjuangan saya, Himpunan Mahasiswa Akuntasi, Dewan 

Perwakilan Mahasiswa FEB UHAMKA, Majelis Perwakilan Mahasiswa 

UHAMKA, PK IMM FEB UHAMKA Jakarta Timur, semoga kita dapat 

selalu bersama dan selalu menjalin tali silaturahmi dalam membangun 

ukhuwah islami. 

       Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki 

kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun demi kesempurnaa Laporan Tugas Akhir. Penulis berharap semoga 

Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Wassalamu’alaykum Warahamatullahi Wabarokatuh 

 

 

Jakarta,   Februari  2019 

Penulis,     

 

 

 

       Muhammad Sholeh Baharith 

       NIM. 1502033027 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perpajakan merupakan salah satu permasalahan yang selalu hidup dan 

berkembang dalam kehidupan masyarakat, seiring dengan perkembangan dan 

perubahan sosial dan ekonomi. Masih banyak wajib pajak yang lalai terhadap 

pajak dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Pajak 

merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Wajib Pajak 

pribadi atau Wajib Pajak badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. 

      Sesuai falsafah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak, melapor 

pajak bukan hanya merupakan kewajiban, akan tetapi merupakan hak setiap warga 

Negara untuk ikut berpartisipasi dalam hal pembangunan Negara. Oleh karena itu, 

pajak sangat berperan penting di Indonesia. Hal ini di karenakan pajak merupakan 

salah satu sumber pemasukan kas Negara untuk membiayai pembangunan Negara 

dan juga merupakan sumber pendapatan Negara untuk mewujudkan kelangsungan 

dan peningkatan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak juga 

merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara. 
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       Peran pajak bagi Negara di Indonesia dibedakan menjadi dua fungsi utama 

yaitu fungsi anggaran (budgetair) dimana pajak sebagai dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, serta fungsi mengatur 

(regulerend) dimana pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kewajiban pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

       Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, pemerintah terus melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, salah satunya 

dengan menerbitkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 

yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh). 

       PPh merupakan pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan dipakai untuk konsumsi 

dan/atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. PPh dikenakan 

terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima 

atau diperoleh dalam satu masa pajak. Melalui pungutan PPh, pemerintah dapat 

memaksakan golongan masyarakat yang mempunyai harta lebih untuk 

menyisihkan penghasilannya dengan membayar pajak sesuai kemampuannya. 

Penerimaan PPh kemudian akan digunakan sebagai pembiayaan untuk penyediaan 

subsidi dan fasilitas publik yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan 

masyarakat. 

       Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) mengatur tentang 

penghasilan yang dapat dikenakan pajak bersifat final. Pengenaan pajak bersifat 
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final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu disatukan dengan penghasilan 

lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang yang dalam 

pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. 

       Sistem pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 menggunakan sistem With Holding 

Tax System (WHT), yang berarti sistem ini memberikan wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan Fiskus atau Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pemerintah dapat menunjuk orang 

pribadi/badan tertentu untuk memotong/memungut pajak pada saat membayar 

atau terutang penghasilan kepada Wajib Pajak. Orang pribadi/badan yang ditunjuk 

tersebut mempunyai kewajiban untuk memungut, melaporkan dan menyetorkan 

pajak. Apabila orang pribadi/badan tersebut tidak melakukan kewajiban 

sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan sanksi atau denda.  

       Sistem With Holding Tax di Indonesia diterapkan pada mekanisme 

pemotongan/pemungutan PPh Final pasal 4 ayat (2). Istilah pemotongan 

dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi 

penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan 

sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang 

dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan 

kepada penerima pembayaran. 

       PT Bliss Properti Indonesia beridiri pada tahun 2012 yang merupakan 

perusahaan jasa properti dengan produk Ambon City Centre (ACC) mall. 

Perusahaan ini telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Ketika 
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menjalankan kegiatannya, PT Bliss Properti Indonesia tidak terlepas dari 

kewajiban-kewajiban pajak termasuk diantaranya pajak penghasilan pasal 4 ayat 

(2). PT Bliss Properti Indonesia ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak 

oleh pemerintah dan wajib memotong atau memungut transasksi yang termasuk 

PPh pasal 4 ayat (2) lalu menyetorkannya ke kas Negara dan melaporkannya ke 

Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak). 

       Berdasarkan uraian diatas dan kesimpulan yang dapat ditarik, maka judul 

Laporan Tugas Akhir ini adalah “Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan/atau 

Bangunan Pada PT Bliss Properti Indonesia” 

1.2  Permasalahan 

1.2.1 Pokok Permasalahan 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi 

masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak 

Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT 

Bliss Properti Indonesia ? 

2. Apa saja dokumen yang digunakan dalam proses penyetoran dan pelaporan 

Pajak Penghasian pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan 

pada PT Bliss Properti Indonesia ? 

3. Bagaimana flowchart prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak 

Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT 

Bliss Properti Indonesia ?  
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1.2.2 Pembatasan Masalah 

       Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, Penulis membatasi pembahasan 

pada perhitungan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 

4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan PT Bliss Properti Indonesia 

masa pajak Oktober 2018. 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penulisan  

1.3.1 Tujuan Penulisan  

       Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 

pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT Bliss 

Properti Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang digunakan saat penyetoran dan 

pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada 

PT Bliss Properti Indonesia. 

3. Untuk mengetahui flowchart prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan 

PPh pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT Bliss 

Properti Indonesia. 

1.3.2 Manfaat Penulisan 

       Adapun penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang bersangkutan, antara lain adalah: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, yaitu 

dalam bidang perpajakan khususnya tentang prosedur pemotongan, 
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penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas persewaan 

tanah dan/atau bangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaporan pajak 

yang terutang. 

2. Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai informasi dan evaluasi terhadap pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas persewaan 

tanah dan/atau bangunan, sehinggan dapat dijadikan bahan referensi pada 

masa berikutnya. 

3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA 

Sebagai bahan referensi di perpustakaan UHAMKA dalam menambah 

informasi mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak 

penghasilan pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan. 

4. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan referensi tambahan bagi pembaca dalam menambah 

pengetahuannya mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak 

penghasilan pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan. 

1.4 Metode Penulisan 

       Untuk mempermudah dalam penyusunan ini, maka metode penelitian yang 

dilakukan adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan 

objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, 

mengelola, dan menjelaskan data yang diperoleh sebagai bahan penelitian sesuai 

dengan teori yang ada. 
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       Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penyusunan laporan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Studi Lapangan 

Pelaksanaan studi lapangan yang dilakukan penulis berupa observasi atau 

pengamatan langsung ke perusahaan dan wawancara dengan beberapa 

pegawai perusahaan terkait pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 

4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan suatu upaya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari 

berbagai sumber dan mempelajari literatur-literatur termasuk bahan-bahan 

diklat kuliah yang didapat dan berhubungan dengan topik pembahasan untuk 

memperoleh dasar teoritis. 

3. Praktik Kerja 

Praktik kerja adalah suatu upaya akademis untuk mendapatkan data tugas 

akhir dimana kegiatan ini ikut terjun langsung ke dalam management  

perusahaan. 

4. Dokumentasi 

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara melihat dan 

mempelajari data yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis, arsip, 

catatan-catatan yang diperoleh langsung dari perusahaan serta buku-buku 

pedoman. Sumber tersebut dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian 

khususnya mengenai hal pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 4 

ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan. 
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